
1 
 

                  
 
 
 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI 

 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR 8 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
TAHUN 2012-2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA 
KABUPATEN WAKATOBI 

TAHUN 2015 



  

 2 
 

DAFTAR ISI 
 

 

NO. URAIAN HAL 
 

1. 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 
2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 
WAKATOBI TAHUN 2012-2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 3 
 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI 

TAHUN 2015 
 
 

BUPATI WAKATOBI 
 
 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

NOMOR 8 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012-2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur 

Kementerian Republik Indonesia dan Kelembagaan 
Perangkat Daerah di Kabupaten Wakatobi serta 
sinergitas pelaksanaan Program Prioritas Daerah, 
maka Peraturan Daerah Nomor  3 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016, 
perlu diubah; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun        2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun  2007 Nomor 3; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Perturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018; 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 
Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 
Nomor 24); 

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25); 

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 
Nomor 26); 

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8); 

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2010 Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
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Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 
Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan 
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2010 Nomor 4); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 
27); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

 
dan 

 
BUPATI WAKATOBI 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012-
2016. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Wakatobi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 Nomor 3) diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 5 Lampiran Bab VII Kebijakan 
Umum dan Program Pembangunan Daerah, Bab VIII 
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Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai 
Kebutuhan Pendanaan dan Bab IX Indikator Kinerja 
Daerah diubah, sehingga Lampiran perubahannya 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
 
 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi. 

 
 

Ditetapkan  di  Wangi-Wangi 
pada tanggal 13 Oktober 2015 

             

           BUPATI WAKATOBI, 
 TTD/CAP 

                    H U G U A 
Diundangkan di  Wangi-Wangi 
pada tanggal 13 Oktober 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 

                         TTD/CAP 
 

                       H. SUDJITON 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 
NOMOR : 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA : 7/2015 


